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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester II Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP)
Sumatera Selatan Tahun 2025 telah dapat disusun dengan baik. Penilaian dan pengukuran
kinerja suatu instansi dilakukan dalam rangka penerapan Good Governance kementerian dan
lembaga yakni salah satunya dengan mengukur kinerja institusi dalam memberikan layanan
kepada pengguna. Pengukuran dan penilaian kinerja ini juga dilakukan di BRMP Sumatera
Selatan sebagai salah satu UPT Kementan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat
pengguna (petani dan stakeholder lainnya) melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
yang memuat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan.

Semoga Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester II Balai Penerapan
Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi
masyarakat luas sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang telah diberikan dan
diharapkan menjadi bagian dasar di dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik di
BRMP Sumatera Selatan.

Palembang, 27 Oktober 2025
Kepala BRMP Sumatera Selatan,

Dr. Rustam, SP, MP
NIP. 196906071999031001



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No. 14 tentang keterbukaan informasi publik telah disahkan Pemerintah
Republik Indonesia pada tahun 2008. Informasi publik merupakan Informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan
badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik. Sebagai salah satu bentuk perwujudan/pelaksanaan dari UU no 14
tahun 2008 ini, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian
No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di
lingkungan kementerian pertanian. Maksud dari Permentan ini antara lain: (1) sebagai dasar
bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi pertanian; (2) sebagai dasar
bagi Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di Kementan dalam penyelenggaraan
pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi. Sedangkan tujuannya
mencakup: (1) komunikasi yang harmonis antara penyedia informasi dengan pemohon dan
pengguna informasi pertanian; (2) integrasi antara penyedia informasi pertanian kepada publik.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa Negara memiliki kewajiban melayani setiap
warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka
pelayanan publik, pemerintah dalam beberapa waktu terakhir terus berupaya untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan. Berbagai terobosan dan
perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik baik itu instansi pemerintah
pusat maupun daerah guna meningkatkan kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, dalam hal ini
perlu untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari perbaikan tersebut melalui
pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan
Masyarakat yang menggantikan pedoman sebelumnya dalam Permenpan No. 16 Tahun 2014
tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM ini bertujuan untuk mengukur

tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas



penyelenggaraan pelayanan publik dengan sasaran: (1). Mendorong partisipasi masyarakat
sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan; (2). Mendorong
penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; (3). Mendorong
penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
(4). Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan merupakan salah satu
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan
penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi
pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut sesuai Permentan No.10 tahun 2025 pada
pasal 138 maka BrMP Sumsel menyelenggarakan fungsi : (@) Pelaksanaan rencana kegiatan dan
anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi,
serta modernisasi pertanian; (b) Pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket
teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern; (c) Pelaksanaan produksi benih/bibit
sumber, dan penilaian kesesuaian; (d) Pelaksanaan pendampingan program pembangunan
pertanian; (e) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional
Indonesia; (f) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan
perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; (g) Pelaksanaan
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan
paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan (h) Pelaksanaan urusan tata
usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Dalam pelaksanaan tupoksinya, BRMP Sumatera Selatan berinteraksi dan bekerjasama
dengan masyarakat luas, baik petani maupun stakeholders lainnya. Untuk mengukur kinerja
pelayanan publik yang telah diberikan, BRMP Sumatera Selatan melaksanakan survei kepuasan
masyarakat. Dengan adanya Indeks Kepuasan Masyarakat ini, standar pelayanan publik dapat
terukur secara kuantitas dan kualitas. Kedepan, diharapkan kinerja pelayanan publik di BRMP
Sumatera Selatan dapat terus meningkat dalam memberikan standar pelayanan terbaik kepada

pengguna.

1.2. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan

Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
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1.3.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kep/26/M.PAN/2/2004
tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004
tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi

Pemerintah.

Pengertian Umum

Terdapat pengertian umum yang dapat dijelaskan sesuai dengan Pedoman Umum

Penyusunan Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) yaitu:

1.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data informasi tentang tingkat kepuasaan
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas
pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara
pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi,
lembaga independent yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan
pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk sematamata untuk kegiatan
pelayanan publik.

Instansi Pemerintah adalah instansi Pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk
BUMN/BUMD dan BHMN.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Unit Pelayanan Publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah
termasuk BUMN/BUMD dan BHMN, yang secara langsung maupun tidak langsung

memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.



10.

11.

1.4.

Pemberi Pelayanan Publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas
dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerima Pelayanan Publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan
dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggar pelayanan publik.
Kepuasaan Pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja
pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Biaya Pelayanan Publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai
imbal jasa atas pemberian pelayanan publik, yang besaran dan tatacara pembayarannya
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Unsur Pelayanan adalah Faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan
pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan indeks kepuasan masyarakat
untuk mengetahui kinerja.

Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada
di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur

penyelenggara pelayanan.

Tujuan

Indeks Kepuasan Masyarakat dalam menilai kuantitas layanan publik didasarkan pada

Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik memiliki tujuan sebagai

berikut:

1. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik berdasaran standar layanan publik.

2. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak dan tanggung awab,
kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait penyelenggaraan publik. Dalam hal
ini BRMP Sumatera Selatan mampu menilai kualitas layanan yang mana yang perlu
ditingkatkan dan dipertahankan berdasarkan butir-butir yang tertera di dalam IKM.

3. Bahan monitoring dan evaluasi tingkat layanan instansi terhadap publik berdasarkan
standar layanan publik secara berkala (sarana, prasarana, pembiayaan, kemudahan
prosedur layanan, kemampuan melayani, waktu pelayanan, kesesuaian layanan dan
lainnya).

1.5. Sasaran

Dalam pembuatan laporan indeks kepuasan masyarakat, terdapat sasaran yang ingin
dicapai yakni:



1.6.

Terwujudnya sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan yang mudah, sehingga
pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih bermutu, berdaya guna dan berhasil guna.
Menumbuhkan kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan
mutu pelayanan publik.

Menumbuhkan simbiosis mutualisme antara pengguna dan penyelenggara pelayanan publik
yakni terwujudnya pemenuhan tugas dan tanggung jawab pelayan publik serta

kebermanfaatan layanan terhadap penggunan layanan (khalayak).

Manfaat

Manfaat penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat antara lain:

1.

Tersedianya informasi terkait tingkat kepuasan jenis layanan yang diberikan kepada publik
berdasarkan unsur-unsur yang tertera di dalam daftar pertanyaan IKM.

Tersedianya informasi terkait kualitas layanan, kapasitas layanan dankuantittas
ketersediaan barang dan jasa yang digunakan dalam melayani kebutuhan dan kepentingan
publik.

Bahan penetap kebijakan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas layanan.

Diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan
pelayanan publik pada lingkup BRMP Sumatera Selatan.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilaksanakan pada unsur yang masih memiliki
nilai rendah.



I1. METODE PELAKSANAAN

2.1. Waktu Pengambilan Data
Kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat BRMP Sumatera Selatan Semester II
Tahun 2025 dilaksanakan mulai dari tanggal 01 Juli sampai dengan 30 Oktober 2025.

2.2, Responden Pengukuran
Responden penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat berasal dari seluruh pengguna
layanan yang mengajukan pelayanan ke BRMP Sumatera Selatan, seperti petani, penyuluh

pertanian lapangan, ASN, TNI/POLRI, siswa, mahasiswa dan juga masyarakat umum.

2.3. Tahapan Kegiatan Survei

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

PERSIAPAN

L

PENGUMPULAN DATA

L

PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

g

PENYUSUNAN LAPORAN

Persiapan
Kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan ini meliputi:

1. Briefing dan role play kepada para interviewer untuk memastikan bahwa mereka
memahami maksud kuesioner serta mengerti metode/cara-cara pengumpulan data yang
efektif.

2. Penyiapan bahan

a) Kuesioner



Dalam penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan kuesioner sebagai
alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner
disusun berdasarkan tujuan survey terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

b) Bagian dari kuesioner
Kuesioner dibagai atas 2 (dua) bagian, yaitu:
Bagian I: Identitas responden meliputi jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, yang
bertujuan untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap unit
pelayanan instansi pemerintah.
Bagian II: Mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima pelayanan yang membuat
kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

c) Bentuk jawaban
Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan
tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik.
Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik
diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4.

d) Kriteria Responden
Kriteria untuk responden Indeks Kepuasan Masyarakat adalah para pengguna layanan
BRMP Sumatera Selatan. Pengguna layanan didefinisikan sebagai orang yang sedang
atau pernah (paling lama dua bulan terakhir) mendapat pelayanan pada BRMP
Sumatera Selatan.

e) Metode Pemilihan Responden
Responden dipilih secara simple random sampling dari semua pengguna layanan yang

masuk kriteria responden di setiap lokasi pelayanan.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan dan mengisi angket/kuesioner
kepada pengguna layanan/responden yang telah disediakan di desk office BRMP Sumatera
Selatan atau dengan cara mengisi secara daring melalui link google form
https://forms.gle/ftwlb12c8xUEazZB8. Data yang diambil dari responden merupakan data
primer untuk memperoleh penilaian secara kuantitas (angka interval 1 - 4) dan data sekunder

berupa saran dan masukan dari responden untuk memperoleh penilaian kualitas layanan.



Pengolahan dan Analisis Data

Kuesioner yang telah terisi di database kemudian diolah secara kuantitatif dengan
menggunakan microsoft excel, dihitung secara matematis dan dianalisis secara deskriptif.
Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei
Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sehingga terstandarisasi
secara nasional. Selain itu, survey Indeks Kepuasan Masyarakat ini juga dapat dilakukan

penyesuaian dengan kondisi spesifik unit/lembaga pelayanan yang bersangkutan.

2.4. Unsur Kuesioner
Ada 9 (sembilan) unsur yang relevan, valid dan reliable berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Umum Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran IKM sebagai berikut:

1. Persyaratan; Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan
bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian; Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif; Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil
pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana; Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana; Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; Penanganan pengaduan, saran dan
masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana; Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat

dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan
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penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana
digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang

tidak bergerak (gedung).

2.5. Teknik Analisis Data
Analisis perhitungan indeks kepuasan masyarakat dilakukan dengan prinsip perhitungan
indeks yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun

2017 Nomor 14 yaitu dengan terlebih dahulu mencari nilai ratarata tertimbang dengan cara:

Jumlah bobot 1

Bobot nilai rata — rata tertimbang = ——— = — =
g Jumlahunsur N

Oleh karena unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur maka:
Jumlah bobot 1

—= - =0,11
Jumlah unsur 9

Bobot nilai rata — rata tertimbang =

Setelah diperoleh bobot nilai rata-rata terimbang pada setiap indikator, tahap

selanjutnya adalah pengukuran indeks. Metode yang digunakan untuk mengukur indeks adalah

nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing indikator pelayanan. Rumusnya adalah sebagai
berikut:

Total dari nilai persepsi per unsur
SKM = p psip

x Nilai penimban
Total unsur yang terisi p g

Untuk memudahkan interpretasi hasil indeks tersebut, konversi dilakukan pada nilai
indeks diantara 25 — 100, maka hasil penilaian indeks dikonversikan dengan nilai dasar 25

rincian tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Tabel Konversi Nilai Persepsi

Nilai Persepsi | Nilai Interval | Nilai Interval Konversi | Mutu Pelayanan Kinerja Unit
(INI) (NIK) (x) Pelayanan (y)
1 1,00 — 2,59 25,00 — 64,99 D Tidak Baik
2 2,60 — 3,06 65,00 — 76,60 C Kurang Baik
3 3,07 - 3,53 76,61 — 88,30 B Baik
4 3,54 - 4,00 88,31 — 100,00 A Sangat Baik
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur dengan menggunakan 9 (sembilan) indikator
yang berkenaan dengan pelayanan yang diberikan BRMP Sumatera Selatan, yakni (1)
Persyaratan; (2) Sistem, mekanisme dan prosedur; (3) Waktu penyelesaian; (4) Biaya/tarif; (5)
Produk spesifikasi jenis pelayanan; (6) Kompetensi pelaksana; (7) Perilaku pelaksana; (8)
Penanganan pengaduan, sarana dan masukan; (9) Sarana dan prasarana. Jumlah total
responden dalam Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) BRMP Sumatera Selatan Semester
IT Tahun 2025 sebanyak 28 responden (Lampiran 1) terdiri dari 10 orang laki-laki dan 18 orang
perempuan. Respon responden terhadap layanan berdasarkan masing-masing pertanyaan
disajikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis
pelayanannya?

m Tidak Sesuai
B Kurang Sesuai
® Sesuai

m Sangat Sesuai

2. Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?

m Tidak Sesuai
B Kurang Sesuai
m Sesuai

B Sangat Sesuai

13



3. Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan waktu pelayanan unit ini?

m Tidak Sesuai
B Kurang Sesuai
= Sesuai

m Sangat Sesuai

4. Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya /tarif dalam pelayanan?

m Tidak Sesuai
B Kurang Sesuai
m Sesuai

B Sangat Sesuai

5. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antar yang tercantum
dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?

m Tidak Sesuai
B Kurang Sesuai
m Sesuai

B Sangat Sesuai
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6. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?

m Tidak Sesuai
m Kurang Sesuai
m Sesuai

B Sangat Sesuai

7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan

keramahan?

m Tidak Sesuai
m Kurang Sesuai
= Sesuai

B Sangat Sesuai

8. Bagaimana pendapat saudara tentang tindak lanjut pengaduan yang dilaksanakan oleh unit

pelayanan ini?

m Tidak Sesuai
B Kurang Sesuai
® Sesuai

B Sangat Sesuai
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9. Bagaimana pendapat saudara mengenai kualitas sarana dan prasarana pelayanan?

m Tidak Sesuai
43% B Kurang Sesuai
Sesuai

m Sangat Sesuai

Dari hasil tabulasi dapat dilihat bahwa pelayanan yang diberikan BRMP Sumatera Selatan pada
periode Semester II Tahun 2025 telah terlaksana dengan baik dimana seluruh responden
memberikan respon “sesuai” dan “sangat sesuai” terhadap seluruh atribut pelayanan yang
ditanyakan. Jawaban responden ini kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis
perhitungan indeks kepuasan masyarakat dengan prinsip perhitungan indeks yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2017 Nomor 14. Hasil
analisis data IKM BRMP Sumatera Selatan Semester II Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BRMP Sumatera Selatan Semester II

Tahun 2025
_ - Nilai Rata- . .
Jumlah Nilai | Nilai Rata-Rata . Nila SKM Unit
No. Unsur Pelayanan Per Unsur Per Unsur RataTertimbang Pelayanan
Per Unsur
1 |Persyaratan Pelayanan 97 3,43 0,38
2 |Prosedur Pelayanan 97 3,43 0,38
3 |Waktu Pelayanan 97 3,43 0,38
4 |Biaya/Tarif Pelayanan 95 3,29 0,36
5 [Produk Pelayanan 97 3,43 0,38
K t 'yP | 85,64
6 ompetensi Pelayanan 98 3.43 0,38
Petugas
7 |Perilaku Pelaksana 100 3,57 0,39
8 |Penanganan Pengaduan 100 3,57 0,39
9 |Sarana dan Prasarana 99 3,57 0,39
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Keterangan

a. Nilai IKM 85,64
b. Mutu Layanan Baik (Interval mutu pelayanan 76,61 — 88,30)
c. Kinerja Unit Pelayanan Baik

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) terhadap pelayanan BRMP Sumatera Selatan pada Semester II Tahun 2025 berada pada
kondisi baik dengan nilai 85,64. Hal ini menginterpretasikan bahwa BRMP Sumatera Selatan
dapat berkinerja dengan baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pengguna.
Dilihat dari masing-masing unsur pelayanan, semua unsur pelayanan berada pada kondisi baik
sehingga perlu untuk dipertahankan dan bahkan semakin ditingkatkan.

Secara umum, nilai rata-rata unsur pelayanan menunjukkan persepsi masyarakat yang
positif terhadap pelayanan BRMP Sumatera Selatan. Konsistensi nilai rata-rata antar unsur
(berkisar antara 3,29 hingga 3,57) menunjukkan bahwa seluruh aspek pelayanan BRMP telah
berjalan dengan baik dan merata, tanpa adanya ketimpangan signifikan antar unsur. Hal ini
menginterpretasikan bahwa BRMP Sumatera Selatan dapat berkinerja dengan baik dalam
memberikan pelayanan terhadap masyarakat pengguna. Dilihat dari masing-masing unsur
pelayanan, semua unsur pelayanan berada pada kondisi baik sehingga perlu untuk
dipertahankan dan bahkan semakin ditingkatkan.

Berdasarkan hasil analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BRMP Sumatera Selatan
Semester II Tahun 2025, diperoleh nilai tertinggi pada tiga unsur pelayanan, yaitu Perilaku
Pelaksana, Penanganan Pengaduan, serta Sarana dan Prasarana, masing-masing dengan nilai
rata-rata sebesar 3,57 dan nilai tertimbang 0,39. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat
pengguna layanan memberikan penilaian sangat baik terhadap kinerja petugas dalam
memberikan pelayanan, baik dari aspek sikap, keramahan, kesopanan, maupun profesionalitas.

Unsur Penanganan Pengaduan yang juga memperoleh nilai tinggi mengindikasikan
bahwa mekanisme pengelolaan pengaduan telah berjalan efektif, di mana masyarakat merasa
keluhan dan masukan yang disampaikan mendapat respon dan tindak lanjut secara cepat dan
tepat. Hal ini mencerminkan adanya komitmen unit pelayanan dalam menumbuhkan
kepercayaan publik serta menjaga kualitas pelayanan.

Sementara itu, nilai tinggi pada unsur Sarana dan Prasarana menggambarkan bahwa
fasilitas penunjang pelayanan, seperti ruang tunggu, kebersihan lingkungan, kenyamanan, serta
aksesibilitas sarana, sudah dianggap memadai dan mendukung kelancaran proses pelayanan

kepada masyarakat. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa BRMP Sumatera
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Selatan telah berhasil membangun pelayanan publik yang berorientasi pada kenyamanan dan
kepuasan pengguna layanan.

Dari sembilan unsur pelayanan yang diukur, unsur dengan nilai rata-rata terendah
adalah Biaya/Tarif Pelayanan, dengan nilai rata-rata sebesar 3,29 dan nilai tertimbang
0,36. Nilai ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kepuasan masyarakat masih berada
pada kategori “Baik”, namun aspek keterjangkauan dan transparansi biaya dinilai relatif
lebih rendah dibanding unsur lainnya.

Penilaian ini dapat diartikan bahwa sebagian masyarakat masih merasakan adanya
ketidakpastian atau kurangnya pemahaman terhadap komponen biaya yang dikenakan
dalam proses pelayanan. Kemungkinan lainnya adalah persepsi masyarakat terhadap rasio
antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh belum sepenuhnya seimbang.
Oleh karena itu, unsur biaya perlu mendapat perhatian khusus untuk memastikan bahwa
pelayanan publik tetap berorientasi pada prinsip keterbukaan, efisiensi, dan keadilan bagi
seluruh pengguna layanan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, beberapa langkah strategis yang
direkomendasikan untuk peningkatan kualitas pelayanan BRMP Sumatera Selatan dalam hal
Biaya/Tarif Pelayanan adalah sebagai berikut:

a) Menyusun dan menampilkan daftar biaya/tarif secara jelas di area pelayanan dan
media daring resmi.

b) Melakukan sosialisasi berkala agar masyarakat memahami dasar penetapan biaya dan
tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap tarif yang berlaku.

Dengan langkah perbaikan yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan tingkat kepuasan

masyarakat pada periode berikutnya dapat meningkat secara menyeluruh dan konsisten di

semua unsur pelayanan.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BRMP Sumatera Selatan pada Semester II
Tahun 2025 berada pada kategori baik sesuai dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
sebesar 85,64. Hal ini menggambarkan baiknya kinerja BRMP Sumatera Selatan dalam
memberikan pelayanan kepada publik (pengguna). Kedepan, peningkatan pelayanan publik
yang diberikan BRMP Sumatera Selatan dapat terus ditingkatkan guna memberikan pelayanan
terbaik kepada pengguna terutama pada unsur penanganan pengaduan serta sarana dan

prasarana.
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Lampiran 1. Data Tabulasi Survey IKM BRMP Sumsel Semester II 2025

Persyaratan | Prosedur | Waktu Biaya/Tarif | Produk Kopetensi Perilaku | Penanganan Sarana
No Pelayanan | Pelayanan | Pelayanan | Pelayanan | Pelayanan Pelayanan Petugas | Pengaduan dan
Petugas Prasarana

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 4 4 3 4 4 4 4 4
6 3 3 3 3 3 3 4 4 4
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 4 4 4 3 4 4 4 4 4
13 3 3 3 3 3 3 4 4 4
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3
18 3 3 4 4 3 4 4 3 4
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4
26 4 4 3 4 3 4 3 4 4
27 3 3 3 3 4 3 4 4 3
28 4 4 4 3 4 4 4 4 3

Jumlah Nilai Per Unsur | 97 97 97 95 97 98 100 100 99

Nilai Rata-Rata Per

Unsur 3,43 3,43 3,43 3,29 3,43 3,43 3,57 3,57 3,57

Nilai Rata-Rata

Tertimbang Per Unsur 0,38 0,38 0,38 0,36 0,38 0,38 0,39 0,39 0,39

Nilai SKM Unit

Pelayanan 85,64
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Keterangan

a. Nilai IKM 85,64

b. Mutu Layanan Baik (Interval mutu pelayanan 76.61 - 88.30)
C. Kinerja Unit

Pelayanan Baik

21



